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BAB III 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Lembaga Pendidikan Dasar di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa 

Yogayakarta pada dasarnya memiliki peran yang signifikan, hal ini dapat 

dilihat bahwa setiap sekolah dasar di kabupaten Sleman memiliki 

kurikulum yang sama dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kurikulum tersebut bertujuan untuk membentuk 

akhlak dan kepribadian siswa-siswi agar menjadi pribadi yang mulia. 

Tidak hanya kurikulum, adanya program ataupun kegiatan yang bersifat 

non-akademis seperti kegiatan; Kantin kejujuran, koperasi kejujuran, 

pengutipan infaq/kolekte, class essembly, kegiatan keagamaan, dan lain-

lain. Pada intinya kegiatan ini juga bertujuan sebagai bentuk nyata dalam 

mengamalkan nilai-nilai anti korupsi pada usia muda. Kegiatan 

pengembangan psikomotorik seperti ini dilakukan oleh sekolah-sekolah 

dasar berdasarkan inisiatif sendiri, sehingga sekolah menjadi lebih aktif 

dalam pembentukan karakter anak sejak dini. Pada sisi lain, Dinas 

Pendidikan Sleman dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

tidak dapat melakukan tindakan yang lebih untuk terjun langsung ke 

lapangan untuk memberikan penanaman langsung berupa sosialisasi 

mengenai pendidikan anti korupsi. 
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B. Saran 

Sekolah dasar di Kabupaten Sleman agar tetap mempertahankan 

kegiatan-kegiatan positif untuk melakukan pengembangan akhlak mulia 

melalui kegiatan psikomotorik murid-muridnya, serta dibutuhkannya 

peran dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk 

melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi di setiap 

jenjang pendidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Penulis menyarankan adanya harmonisasi dari peraturan 

perundang-undangan mengenai tugas dari KPK untuk menjangkau setiap 

jenjang pendidikan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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